[bookmark: _Hlk490921290][bookmark: _Hlk490921291][bookmark: _Hlk490921292]

[image: ]UMPurwokerto Law Review
Faculty of Law – Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Vol... No... Tahun...


This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)


Kosmik Hukum Vol. 20 No. 2 (2020): 9-20
E-ISSN: 2655-9242 | P-ISSN: 1411-9781
DOI: 10.30595/kosmikhukum.v20i2.8321

Penyelesaian Kasus Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Penambangan Pasing Di Desa Glandang Kabupaten Pemalang
Dika Lufi Rianto
[bookmark: _Toc292564709][bookmark: _Toc1][bookmark: _Hlk71060321]PENYELESAIAN KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH PENAMBANGAN PASIR DI DESA GLANDANG KABUPATEN PEMALANG

Soediro [footnoteRef:1] Astika Nurul Hidayah[footnoteRef:2] Dika Lufi Rianto[footnoteRef:3] [1:  Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto  ]  [2:  Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto  ]  [3:  Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto  ] 

Fakultas Hukum
Universitas Muhamadiyah Purwokerto
dikarianto988@gmail.com
	
Abstract
Environmental problems are multidimensional problems involving various groups. Even so, humans still play an important role in solving environmental problems, the issue of environmental problems becomes important because problems in the environment affect the quality of life of humans and other creatures in the future. Environmental problems often occur due to activities carried out by humans in utilizing natural resources to gain profits, such as mining. The purpose of this research is to find out how to solve problems related to environmental pollution and what are the inhibiting factors for resolving environmental pollution. The method used in this research is juridical normative, where the law is conceptualized as what is written in the laws and regulations, and the data collection method in this study uses primary and secondary legal materials to uphold research as well as identify and clarify legal facts by asking questions. to sources according to research needs. Based on the data analysis used in this study, there are efforts to resolve environmental pollution caused by sand mining, namely the creation of a shelter as a place for waste disposal, as well as covering a tarpaulin against sand vehicles so as not to cause dust, as well as inhibiting factors in resolving cases of environmental pollution. two factors, namely from the community and the Pemalang Regency Environmental Service, from the community that the community is less active by not reporting if there is environmental damage, and from the Environmental Service the lack of personnel in handling cases related to environmental pollution.
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Abstrak
Permaslahan lingkungan merupakan permasalahan multidimensi yang melibatkan berbagai kalangan. Meskipun begitu manusia tetap berperan penting untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan, isu permasalahan lingkungan menjadi penting karena permasalahan terhadap lingkungan mempengaruhi kualitas hidup manusia dan makhluk lain di masa mendatang. Permasalahan lingkungan kerap terjadi karena aktivitas yang dilakukan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk memperoleh keuntungan seperti pertambangan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana upaya dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan dan apa faktor pengahambat upaya penyelesaian terhadap pencemaran lingkungan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, dan metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder untuk menjunjung penelitian serta identifikasi dan klarifikasi fakta hukum dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber sesuai dengan kebutuhan penelitian. Berdasarkan dari analisis data yang digunakan penelitian ini memperoleh upaya penyelesaian terhadap pencemaran lingkungan yang di disebabkan oleh pertambangan pasir, yaitu dibuatnya penampungan sebagai tempat pembuangan limbah, serta penutupan terpal terhadap kendaraan pasir agar tidak menimbulkan debu, adapaun faktor pengahambat dalam upaya penyelesaian kasus pencemaran lingkungan terdapat dua faktor yaitu dari masyarakat dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, dari masyarakat kurang aktifnya masyarakat dengan tidak melapor apabila terjadi kerusakan lingkungan, dan dari Dinas Lingkungan Hidup kurangnya personil dalam menangani kasus terkait pencemaran lingkungan. 
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I. Pendahuluan
       Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Kehidupan manusia sangat bergantung pada keadaan di sekitarnya, oleh sebab itu berbagai upaya terus dilakukan untuk melestarikan lingkungan. Secara umum lingkungan dapat diartikan sebagai kombinasi dari berbagai unsur fisik meliputi sumber daya alam seperti flora dan fauna, air, tanah, mineral, serta energi matahari. Lingkungan merupakan hal-hal yang diciptakan manusia termasuk bagaimana cara mengelola lingkungan fisik. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.[footnoteRef:4] Manusia sebagai makhluk hidup memiliki peran penting dalam berlanjutnya keadaan lingkungan. Selain menjadi tempat tinggal bagi manusia, sumber daya alam yang ada di sekitar lingkungan dapat dimanfaatkan oleh manusia seperti pemanfaatan lingkungan industri pertambangan, atau sumber daya alam lain yang tentu saja memiliki nilai ekonomis bagi manusia. [4: Zulaikha, S. (2014). Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang. AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam, No 19 vol (2), 241-263] 

      Merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagian Kesatu ayat (1) setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asas manusia, kemudian pada ayat (2) setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup, akses informasi partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang sehat, ayat (3) setiap orang berhak mengajukan usul dan atau keberatan terhadap perencanaan usaha dan atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup ayat (4) setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian pada Pasal 52 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 Bagian Ketiga Pasal 52 mengenai larangan pada ayat (1) Huruf A dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, maka setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dilarang membuang limbah cair ke media lingkungan tanpa melalui pengelolaan terlebih dahulu. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan  hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum, tidak jarang dalam pemanfaatan lingkungan oleh manusia seperti pertambangan dapat merusak lingkungan atau tercemarnya lingkungan oleh aktivitas manusia seperti pertambangan yang ada di Desa Glandang Kabupaten Pemalang[footnoteRef:5]. [5: Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup BAB I, Pasal 2 diakses pada 19 November 2020 Pukul 18:57] 


     Desa Glandang adalah desa di Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, desa ini memiliki luas wilayah 648,585 Ha, akan tetapi sebagian besar wilayahnya merupakan lahan kehutanan (458 Ha). Glandang merupakan desa yang berstatus desa hutan, yakni desa yang berada di seputar kawasan hutan. Sekitar 165 Ha lagi adalah lahan pertanian, dan selebihnya merupakan wilayah pemukiman dan sarana prasarana umum desa Glandang mempunyai jumlah penduduk 3.114 jiwa[footnoteRef:6]. Sebagai desa yang berstatus desa hutan, desa ini memiliki potensi pertambangan dimana terdapat penambangan pasir yang terletak dekat dengan pemukiman. Penambangan di daerah ini menghasilkan hasil tambang berupa pasir urug, pasir, dan pasir batu. [6: Https://sidesa.jatengprov.go.id ] 

Aktivitas pertambangan di Desa Glandang Kabupaten Pemalang melakukan penggalian pada bukit dan penggerusan batu untuk dijadikan pasir. Pengolahan penambangan memanfaatkan air sungai untuk pencucian pasir, kegiatan proses pengolahan hasil tambang kerap menjadikan aliran sungai menjadi keruh karena air bekas pencucian pasir dialirkan kembali ke sungai[footnoteRef:7]. Hal ini tentu merugikan masyarakat setempat, karena sungai tersebut masih digunakan untuk keperluan mandi, mencuci dan sebagai pengairan kebutuhan pertanian, sehingga masyarakat yang menggunakan untuk keperluan mandi, dan mencuci merasa gatal.[footnoteRef:8] [7: Identifikasi dan Klarifikasi Fakta Hukum. Muhamad Suntoro, Kepala Desa Glandang, Pada 23 April 2021]  [8: Www.Headline News Pemalang, Diakses pada Pukul 16.00, 5 Oktober 2020 ] 

     Pengolahan pertambangan yang berdampak pada kesehatan masyarakat membuat adanya aksi protes yang dilakukan warga Desa Glandang terhadap pertambangan. Namun aksi tersebut tidak mendapat tanggapan yang baik, mereka pihak penambang hanya menjanjikan tidak akan melakukan pembuangan limbah serta memperbaiki proses pengolahan limbah dengan cara mencuci pasir. Selain pembuangan limbah cucian pasir ke sungai, adanya kendaraan pengangkut hasil tambang membuat adanya kebisingan, serta adanya debu yang ditimbulkan dari kendaraan pengangkut hasil tambang membuat keadaan masyarakat sekitar pertambangan tidak nyaman[footnoteRef:9] [9: Identifikasi dan Klarifikasi Fakta Hukum masyarakat Glandang, Sutisna Ketua RT 08, RW 01, Aji selaku anggota Karang Taruna Desa Glandang Pada 10 Oktober 2020 ] 
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II. Rumusan Masalah
1. Bagaimana penyelesaian kasus pencemaran lingkungan akibat limbah penambangan pasir di Desa Glandang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Apa faktor penghambat penyelesaian kasus pencemaran lingkungan dari kegiatan penambangan pasir di Desa Glandang Kecamatan Bantarbolang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

III. Metode Penelitian
     Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, sehingga disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum teoritis dengan demikian bahan yang diteliti pada penelitian ini adalah bahan pustaka atau data sekunder.[footnoteRef:10]Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.[footnoteRef:11]Bahan hukum yang digunakan terdiri atas tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini seperti studi kepustakaan, studi kepustakaan dalam penelitian ini dengan mengumpulkan literatur seperti buku-buku, jurnal ilmiah, serta bahan hukum primer untuk menjunjung penelitian. Selain itu pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan identifikasi dan klarifikasi fakta hukum, dalam penelitian ini menggunakan percakapan antara dua pihak dengan maksud untuk mengumpulkan data narasumber, dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber sesuai dengan kebutuhan penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode analisis data secara kualitatif, yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpeng tindih dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Lokasi penelitian ini di Perpustakaan Universitas Muhamadiyah Purwokerto, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhamdiyah Purwokerto, Perpustakaan Daerah Kabupaten Pemalang dan Desa Glandang Kabupaten Pemalang. [10: Ishaq. H. (2017), Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, Bandung:Alfabeta, hlm.	66]  [11: Ali, Zaenudin, (2013), Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 106] 


IV. Hasil Dan Pembahasan
1. Penyelesaian kasus pencemaran lingkungan dari kegiatan penambangan pasir di Desa Glandang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
       Berkaitan dengan pencemaran lingkungan penambangan pasir di Desa Glandang terdapat beberapa upaya penyelesaian lingkungan seperti pembentukan tim kusus yang dilakukan guna mengawasi dan memberikan solusi terhadap pencemaran lingkungan yang terjadi. pembentukan tim kusus dibuat atas perintah kepala daerah setempat hal tersebut sebagai bentuk tindakan pemerintah desa dalam menangani kasus pencemaran limbah pertambangan pasir, dari pembentukan tim kusus tersebut menghasilkan solusi dengan dibuatnya penampungan limbah agar pembuangan limbah bekas pencucian pasir tidak secara langsung di buang ke aliran sungai, dan kebijakan diperbolehkanya pembuangan limbah ke aliran sungai dengan catatan apabila tempat penampungan bekas cucian pasir sudah penuh dengan di buang bersamaan Ketika terjadi hujan[footnoteRef:12]. [12: Identifikasi dan Klarifikasi Fakta Hukum. Muhamad Suntoro Pada 23 April 2021] 

      Aktivitas pertambangan juga kerap menyebabkan udara berdebu dan suara bising. Berkaitan adanya debu sendiri disebabkan adanya pengangkutan hasil tambang berupa pasir, dengan itu solusi yang dibuat mengharuskan pihak penambang menggunakan alat penutup berupa terpal, dan solusi mengenai suara kebisingan yang terjadi, berupa memperingatkan pihak penambang supaya menghentikan aktivitas sementara apabila sudah memasuki waktu sholat agar aktivitas masyarakatk saat beribadah tidak terganggu. Upaya penyelesaian terkait adanya debu yang diakibatkan oleh pasir ini sudah baik sehingga masyarakat sekitar pertambangan dapat melakukan aktivitas kegiatan tidak terganggu oleh adanya debu yang di sebabkan oleh kegiatan pengangkutan hasil tambang, dan solusi lain terkait penghentian sementara pada aktivitas pertambangan merupakan upaya untuk meminimalisir agar kebisingan yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan juga sudah cukup baik hal ini menunjukan adanya upaya penyelesaian terkait adanya suara bising yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat sekitar ketika beristirahat atau melakukan ibadah. Dengan adanya penghentian aktivitas sementara ketika memasuki waktu sholat membuat aktivitas masyarakat sekitar pertambangan di Desa Glandang ketika beribadah dapat berjalan dengan tenang dan tidak terganggu dari adanya aktivitas pertambangan. 
     Apabila melihat dari solusi yang ada dalam penyelesaian kasus pencemaran limbah penambangan pasir di Desa Glandang cukup baik, karena pihak pemerintah Desa telah berupaya dengan mencari solusi terkait pencemaran akibat limbah penambangan pasir supaya kasus pencemaran dapat diselesaikan. hal tersebut dibuktikan dengan solusi yang telah dilakukan guna menyelesaikan masalah pencemaran terhadap lingkungan. Meskipun dalam penangananya masih terdapat solusi yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, hal ini mengenai diperbolehkanya pembuangan limbah pencucian pasir ke aliran sungai yang bersamaan dengan adanya air hujan. Kebijakan tersebut bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang pada Pasal 6 mengenai kebijakan lingkungan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup huruf (b) yang menyebutkan kebijakan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk perlindungan DAS yang ada di Daerah untuk menjaga ketersediaan air bersih, dan pada huruf (e) bahwa kebijakan ini bertujuan untuk perlindungan pada sumber mata air dan Kawasan resapanya. Terkait solusi yang memperbolehkan pembuangan limbah pasir dari aktivitas pertambangan ini seharusnya diperbaiki kembali meskipun dalam keadaan hujan bukan berarti dapat digunakan untuk pembuangan limbah.
     Adanya aturan yang mengatur mengenai penanggulangan terhadap pencemaran lingkungan maka seharusnya pihak penambang lebih cepat dalam mengatasi apabila terjadi pencemaran yang disebabkan dari kegiatan pertambangan agar dalam memanfaatkan sumber daya alam tidak berdampak buruk bagi lingkungan hidup.

2. Faktor penghambat penyelesaian kasus pencemaran lingkungan dari kegiatan penambangan pasir di Desa Glandang Kecamatan Bantarbolang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
       Upaya penyelesaian kasus pencemaran lingkungan kerap memiliki faktor penghambat seperti faktor dari masyarakat itu sendiri (internal) dan faktor dari luar (eksternal) yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang. Untuk faktor dari masyarakat diantaranya.	
      Kurangnya partisipasi masyarakat mengenai kerusakan lingkungan, hal ini tidak semua masyarakat sadar akan pentingnya lingkungan hidup yang sehat. Berkaitan dengan ini seharusnya masyarakat ikut berpartisipasi guna menangani adanya kerusakan terhadap lingkungan   
      Masyarakat kurang aktif ketika terdapat kerusakan lingkungan hal ini dibuktikan dengan tidak adanya laporan dari masyarakat kepada Dinas Lingkungan Hidup meskipun terdapat pencemaran yang merugikan bagi masyarakat sekitar. Sehinggaa perlunya keaktifan masyarakat terhadap adanya kerusakan lingkungan agar kerusakan lingkungan dapat segera ditangani dengan baik 
      Selanjutnya kesulitan dalam menentukan lahan sebagai tempat penampungan limbah cucian pasir bagi penambang karena lahan yang tersedia merupakan lahan milik warga yang berdampingan dengan lokasi pertambangan pasir[footnoteRef:13], berkaitan dengan ini perlunya Kerjasama yang baik antara masyarakat sekitar dengan pihak penambang agar upaya penyelesaian terhadap pencemaran akibat limbah pasir dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya hambatan yang berarti dalam upaya penyelesaian terhadap pencemaran lingkungan.  [13: Identifikasi dan Klarifikasi Fakta Hukum. Muhamad Suntoro, Kepala Daerah Desa Glandang, Pada 23 April 2021] 

      Mengenai hambatan dari luar (eksternal) yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dalam menangani kasus pencemaran lingkungan diantaranya.
     Kurangnya personil pada pengawasan pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Pemalang yang bertugas dalam menangani kasus pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup, dimana jumlah yang bertugas untuk menangani kasus terhadap pencemaran lingkungan hanya berjumlah 3 orang saja. Hal ini dibuktikan tidak semua kasus tentang permasalahan lingkungan yang ada di Kabupaten Pemalang dapat segera ditangani karena keterbatasan tersebut sehingga ketika terdapat kasus pencemaran lingkungna dapat ditangani dengan baik.[footnoteRef:14] [14: Identifikasi dan Klarifikasi Fakta Hukum. Redina Restia ni, Selaku Pengawas Lingkungan Hidup dan Samiatun. Kepala Seksi dan Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang. pada ] 

     Selanjutnya kurangnya anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dalam menangani kasus terhadap pencemaran lingkungan sehingga upaya penyelesaian terhadap pencemaran lingkungan hidup tidak semua teratasi karena anggaran yang tidak cukup untuk menyelesaikan semua kasus yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan
     Kurangnya sarana sosialisasi tentang pentingnya lingkungan hidup yang sehat.[footnoteRef:15] sehingga pelaku usaha pertambangan kurang memahami dampak buruk dari adanya pembuangan limbah pasir yang dapat merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar yang dekat dengan lokasi pertambangan [15: Identifikasi dan Klarifikasi Fakta Hukum Redina Restiani Selaku Pengawas Lingkungan Hidup dan Samiatun. Kepala Seksi dan Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, Pada 19 April 2021] 

     penyelesaian kasus pencemaran lingkungan akibat pertambangan pasir di Desa Glandang belum cukup maksimal hal ini berkaitan dengan masih adanya faktor penghambat dalam upaya menyelesaikan terhadap pencemaran lingkungan. Faktor penghambat sendiri bukan hanya pada di masyarakat di Desa Glandang, hambatan juga ada pada Dinas Lingkungan Hidup. Faktor penghambat dalam upaya menyelesaikan kasus pencemaran lingkungan memang tidak dapat dihindari, maka perlu adanya perbaikan yang harus dilakukan agar dalam menyelesaikan terkait pencemaran lingkungan dapat diselesaikan. Sehingga upaya penyelesaian adanya kasus pencemaran terhadap lingkungan dapat diselesaikan dengan cepat adapun ketika masih terdapat hambatan dalam menyelesaikan kasus dapat diminimalisir sehingga hambatan yang ada dalam upaya penyelesaian kasus terhadap pencemaran lingkungan bukan menjadi penyebab menjadikan suatu kasus tidak dapat ditangani dengan baik.

V. Penutup
1. kesimpulan
       Berkaitan dengan upaya penyelesaian kasus terhadap pencemaran lingkungan hidup di Desa Glandang cukup baik seperti pembuatan tempat pembuangan limbah cucian pasir, memberikan solusi dengan menutup muatan hasil tambang dengan terpal agar tidak menimbulkan debu di udara, dan memberikan solusi berupa penghentian sementara aktivitas yang berkaitan dengan tambang apabila memasuki waktu sholat agar ibadah masyarakat tidak terganggu. Meskipun masih terdapat kebijakan yang bertentangan seperti  diperbolehkanya pembuangan limbah ke sungai pada saat hujan adalah suatu hal yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, Pasal 6 mengenai kebijakan lingkungan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, huruf (b) yang menyebutkan bahwa kebijakan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk perlindungan DAS yang ada di Daerah untuk menjaga ketersediaan air bersih, dan pada huruf (e) bahwa kebijakan ini bertujuan untuk perlindungan pada sumber mata air dan Kawasan resapanya.

      Selanjutnya mengenai faktor penghambat terhadap penyelesaian kasus pencemaran lingkungan yang ada di Desa Glandang terdapat 2 hal faktor penghambat yaitu faktor yang ada pada masyarakat Desa itu sendiri dan faktor penghambat yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang. Adapun faktor dari msyarakat seperti kurang aktifnya masyarakat apabila terjadi pencemaran terhadap lingkungan hidup, kemudian selain dari itu kurangnya partisipasi dari masyarakat terhadap penanganan terkait pencemaran lingkungan, serta kesulitan Ketika menentukan tempat penampungan limbah bagi penambang. Sedangkan faktor yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup sendiri kurangnya personil dalam upaya pengawasan serta penanganan ketika adanya kasus pencemaran lingkungan hidup, dan kurangnya anggaran yang dialokasikan guna menangani kasus terhadap pencemaran lingkungan serta kurangnya sarana sosialisasi tentang lingkungan hidup yang sehat sehingga para pelaku usaha pertambangan kurang memahami mengenai dampak buruk dari pembuangan limbah bekas cucian pasir terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar pertambangan.

2. Saran 
1. Melihat kurangnya partisipasi dan tingkat keaktifan masyarakat Desa Glandang terhadap kerusakan lingkungan, diharapkan agar masyarakat lebih peduli terhadap lingkunganya. Tidak hanya itu masyarakat diharapkan lebih aktif untuk melapor kepada pihak terkait yakni Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang apabila apabila terjadi keruskan lingkungan hidup
2. Dengan adanya kesulitan terkait tempat pembuangan limbah pencucian pasir, diharapkan pihak pengusaha penambangan di Desa Glandang menyewa atau membeli lahan untuk dijadikan tempat pembuangan limbah tersebut
3. Adanya faktor penghambat lain yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang seperti kurangnya anggota sebagai pelaksana upaya penyelesaian terhadap pencemaran lingkungan hidup, diharapkan menambah jumlah anggota yang bertugas
4. Kurangnya sarana sosialisasi terkait lingkungan hidup yang sehat diharapkan dapat ditingkatkan, seperti imbauan peduli lingkungan melalui media sosial atau media chanel youtube yang dibuat kusus oleh Dinas Lingkungan Hidup
5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang diharapkan mengajukan anggaran yang lebih kepada Pemerintah Daerah guna menutupi kurangnya anggaran mengenai kasus pencemaran lingkungan hidup 
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